
 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR  10 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI, DAN 

TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 
atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan 
Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang 
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan 
Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Gubernur, Wakil 
Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I 
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1622); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas 
kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6349); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI, DAN 

TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI GUBERNUR, WAKIL 

GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI 

SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan 

Tengah. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 
kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut 
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 
perundang-undangan. 

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran SKPD. 

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum 
Daerah berdasarkan SPM. 

 
 
 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 2 

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
dan PNS diberikan Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji/Tunjangan Ketiga Belas. 

(2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang 
sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau 
ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak diberikan kepada CPNS yang melaksanakan 
tugas setelah tanggal 1 April 2019. 

(4) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan kepada CPNS. 

(5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan pada Surat Pernyataan Melaksanakan 
Tugas. 

  

jdih.kalteng.go.id



- 4 - 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 
Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar 
penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum 
bulan Hari Raya. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum dibayarkan sebesar pengahasilan yang 
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 
kekurangan Tunjangan Hari Raya. 

(3) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Gubernur, Wakil 
Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 
sebesar penghasilan pada bulan Juni. 

(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar 
penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan 
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan 
selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. 

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) diberikan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, 
Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS meliputi gaji 
pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan 
jabatan atau tunjangan umum. 

(6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) tidak termasuk: 
a. Tambahan Penghasilan PNS; 
b. tunjangan profesi guru, Tunjangan Khusus Guru dan 

Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS; dan 
c. tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, 

tunjangan transportasi, uang paket, tunjangan panitia 
musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia 
anggaran dan tunjangan badan legislasi bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD. 

(7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau 
potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(8) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) adalah potongan lain selain potongan pajak 
penghasilan. 

(9) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan ditanggung 
Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 4 

(1) Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia 
diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji/Tunjangan 
Ketiga Belas. 
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(2) Tunjangan Hari Raya bagi Penerima gaji terusan PNS yang 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) 
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) 
bulan sebelum bulan Hari Raya. 

(3) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Penerima gaji terusan 
PNS yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yaitu sebesar penghasilan pada bulan Juni. 

 
 
 

BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN 

GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS 

Pasal 5 

(1) Tunjangan Hari Raya untuk Gubernur, Wakil Gubernur, 
Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS dibayarkan paling 
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari 
Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. 

(3) Gaji/Tunjangan Ketiga Belas untuk Gubernur, Wakil 
Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS 
dibayarkan pada bulan Juni. 

(4) Dalam hal Gaji/Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, 
pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan 
berikutnya. 

 
 

Pasal 6 

Proses Penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji/Tunjangan Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal 7 

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji/Tunjangan Ketiga 
Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. 

 
 
 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 8 

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 

 
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  21 Mei 2019 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

SUGIANTO SABRAN 

 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  21 Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH, 

 

ttd 

 

FAHRIZAL FITRI 

 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 10 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 

ttd 
 

SARING, S.H., M.H. 

NIP. 196505101987031003 
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